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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi kesimpulan
penelitian ini adalah:
Bulog sebagai lembaga pemerintah memiliki kedudukan dan fungsi
mengendalikan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh
daerah. Namun setelah adanya Letter of Intent (Lol) yang ditandatangani
pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) pada tahun
1998 membuat kedudukan dan fungsi Bulog berubah. Bulog tidak memiliki hak
istimewa dalam monopoli komoditi pangan pokok, kecuali hanya beras.
Perubahan status Bulog dari Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi
Perusahaan Umum(Perum) membuat Bulog memiliki dua fungsi yang
bertentangan vyaitu fungsi sosial dan fungsi komersil. Perubahan tersebut

menjauhkan harapan akan terwujudnya kedaulatan pangan.
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B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah dan lembaga Negara yang memiliki
kewenangan membuat regulasi terkait pangan dapat menyelaraskan UUD
NRI 1945 khususnya peraturan perekonomian dan HAM dengan peraturan
perundang-undangan dibawahnya serta membatalkan dan mencabut regulasi
yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia

2. Disarankan kepada pemerintah untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi
Bulog sebagai untuk penyedia pangan bagi masyarakat pada harga yang
terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat

produsen dan konsumen dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
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